
 

39 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran masyarakat dalam 

perlindungan hutan lindung berdasarkan Peraturan Daerah No. 26 tahun 2000 

di Kabupaten Ketapang dengan fokus penelitian peran masyarakat sebagai 

partisipan ataupun peserta sebagaimana yang telah dideskripsikan pada hasil 

penelitian dan pembahasan, maka peneliti sampai pada kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Peran masyarakat dalam perlindungan hutan lindung yaitu dengan 

memberikan informasi kepada pemerintah dan mengingat kesediaan 

masyarakat untuk mengambil keputusan. Informasi yang disampaikan 

masyarakat kepada pemerintah menjadi sangat penting karena dengan 

adanya informasi tersebut pemerintah dapat merencanakan peruntukan, 

penyediaan dan penggunaan hutan secara berguna dan lestari. Lalu 

masyarakat ikut berperan serta dalam bidang kehutanan atau cenderung 

memperhatikan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan 

menyesuaikan diri dengan keputusan. Hal ini sangat penting karena 

mengingat peran serta masyarakat dalam mengambil keputusan akan dapat 

mengurangi timbulnya pertentangan, asalkan peran serta masyarakat 

dilaksanakan dengan tepat. Lalu masyarakat bisa melestarikan hutan 

seperti mendukung adanya penanaman pohon kembali (reboisasi) dan 
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mendukung adanya pemeliharaan hutan agar tidak terjadi bencana alam 

seperti longsor dan banjir. Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan 

oleh pemerintah atau KPH. Namun belum masyarakat belum semuanya 

mendapatkan penyuluhan tersebut. Masyarakat harus meningkatkan 

kesadaran dan bertanggung jawab dalam melindungi hutan lindung bukan 

hanya pemerintah tapi masyarakat juga. 

2. Sedangkan faktor penghambat masyarakat dalam perlindungan hutan 

lindung ini adalah anggaran yang kurang memadai dan sarana dan 

prasarana dari desa dan pelatihan yang masih ada kekurangan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut:  

1. Proses dalam perlindungan hutan lindung akan berjalan dengan baik jika 

masyarakat ikut andil dalam kegiatan tersebut. Peran masyarakat 

merupakan langkah awal proses keberhasilan agar hutan tetap lestari. 

Untuk itu diharapkan dengan adanya program dan pelatihan dari 

pemerintahan desa dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar 

tingkat partisipasi masyarakat didalam pembangunan dapat tumbuh 

dengan baik. Tingkat pengetahuan masyarakat di Hutan Desa Kabupaten 

Ketapang tentang program kegiatan/pelatihan sudah cukup baik, maka dari 

itu hendaknya pemerintah Desa bersikap hati-hati dalam pengelolaan 

kegiatan tersebut dan harus bersifat transparan kepada masyarakat agar 

kinerjanya mudah dinilai. 
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2. Dalam kegiatan apapun termasuk dalam pengembangan desa, anggaran 

maupun sarana dan prasarana yang masih belum memadai merupakan 

faktor yang menghambat dalam upaya perlindungan hutan lindung bagi 

masyarakat hutan desa. Untuk itu dalam proses meningkatkan 

perekonomian masyarakat tersebut hendaknya direncanakan secara 

matang dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat apa yang 

sebenarnya dibutuhkan dan potensi apa saja yang ada di Desa. Seperti yang 

diketahui dari hutan desa di kabupaten ketapang, masyarakat sudah banyak 

memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yang bisa dijadikan sumber 

penghasilan. Karena itu agar pemerintah Kabupaten Ketapang mendukung 

masyarakat dengan mendengar pendapat langsung apa saja yang 

dibutuhkan. 

3. Perlunya menambah jumlah polisi hutan yang ditugaskan untuk 

melakukan patrol demi menjaga agar tidak terjadi perambahan hutan 

lindung oleh masyarakat. 

4. Perlu solusi dari pemerintah tentang saling klaim antara masyarakat 

sehingga status hutan lindung Kabupaten Ketapang dapat di terima 

masyarakat tanpa ada yang merasa haknya terampas. 
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